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BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan 1-2011 cukup menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi misalnya, mampu menembus level 6,5 persen (yoy) atau
tumbuh 1,5 persen (qtq). Pencapaian yang demikian mampu membawa Produk
Domestik Bruto/PDB untuk harga berlaku menjadi Rp1.732,3 triliun, walaupun
secara harga konstan masih sekitar Rp594 triliun. Namun, pencapaian tersebut
belum senenuhnya mampu menekan dua masalah utama di Indonesia vaitu

pengangguran dan kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka/TPT di masih pada level 6,8 persen per
Februari 2011 sedangkan angka kemiskinan masih mencapai 13.33 persen per
2010. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,67 persen per tahun selama 2005-
2010, TPT hanya turun 0,82 persen per tahun sedangkan persentase penauduk
miskin menyusut rata-rata 0,52 persen per tahun. Gambaran yaig deinikian

menjelaskan  bahwa performa perckonomian Indonesia  belum  mampu

menuntaskan masalah utama (Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin,

dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
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Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2011

Masalah pengangguran dapat disebabkan dengan ketidakmampuan
perekonomian menyediakan lapangan kerja karena minimnya penanaman modal,
baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun tersedia lapangan kerja, gap antara
kebutuhan dan koterscdiaan tcnaga kerja ¢
ketidaksesuaian hcndidikan antara kebutuhan pencari tenaga kerja dengan
kapasitas yang dimiliki oleh pencari kerja secara terus menerus menciptakan

pengangguran terdidik. Karena tidak ada pilihan, tenaga kerja terdidik akan

bekerja pada sektor informal.

Jika menujuk pada data Badan Pusat Statistik/BPS per Februari 2011
disimpulkan bahwa pengangguran berpendidikan masih  tinggi.  [ingkat
penganguran terbuka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas/SMA
mencapai 12,17 persen sedangkan yang berpendidikan Sekolah Menengah

Keiuruan/SME mencapat 10 persen. Sementara persentase penganggur yang
o = e (=

i
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berpendidikan Diploma I/IV/IT masih 11,59 persen dan dari pendidikan universitas

hampir 10 persen.
’- - F ]

Secara total, tingkhte pengangeuran terbuka per Februari 2011 memang
menyusut dari Agustus 2011, sekitar 0.34 persen. Perbaikan tingkat pengangguran
tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan universitas menyusut 1,97 persen disusul

SMK dan Diploma masing-masing 1,87 persen dan 1,19 persen (Tabel 1).

Tabel I. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat

Pendidikan (%)
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Sumber : Diolah dari BPS, 2011

Berdasarkan atas berbagai persoalan yang bersumber dari data-data
empiris diatas maka Komite Ekonomi Nasional (KEN) sebagai lembaga
nondepartemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengajukan
usulan Penelitian yang berjudul “Keterkaitan antara Dunia Pendidikan dan
Lapangan Kerja daiam Konsep Link and wiaicn SCUREUE Sl sdtu usuian

Penelitian dalam Program KEN tahun 2012.

1.2. Tujuan:

I. Menganalisis kebijakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di

Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Mengkaji sistem pendidikan yang ada di Indonesia,

3. Mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan melihat

aspek kebutuhan dan ketersediaan.

4, Merekomendasikan kepada instansi terkait (Diknas, Kementerian Tenaga
Kerja. Kementerian RUKM dan Bappenas )} untuk menyusun kebijakan,

program dan pola pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Pasar
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1.3. Kerangka Masalah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, permasalahan pengangguran terdidik
bermula dari minimnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Tentunya, daya saing
tersebut akan berhubungan dengan kualitas tenaga kerja untuk mampu memenuhi
kriteria pemberi kerja. Selain memenuhi kriteria pemberi kerja, mereka juga harus

bersaing dengan sesama tenaga kerja domestik dan/atau tenaga kerja asing.

Dalam berbagai publikasi menjelaskan bahwa ketidakmampuan memenuhi
kriteria pemberi kerja menyebabkan banyaknya lapangan kerja yang tidak terisi.
Sistem pendidikan Indonesia yang cenderung menekankan pada aspek teoritis dan
minim pada aspek praktis berujung pada minimnya skill yang dimiliki oleh
lulusan. Sementara itu, fakta kondisi pasar tenaga kerja cenderung membutuhkan

aplikasi teori, bukan pada teori semata. Aplikasi teori semakin dibutuhkan sejalan

A e -..f...l_,.-..««lﬁlnl.-\ s bakeifiiam smaoas fanaan ltaria wano comalin cenat Tintulk
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i - i . = i

itu pilihan metode pembelajaran harus mulai mengarah ke “student center
orientation” daripada “lecture center orientation” dari pada “student center

orientation”.

Konsep dasar /ink and match dibangun berdasarkan kekhawatiran akan
menjamurnya penangguran terdidik. Mereka bukan saja muncul dari pendidikan
SMA atau SMK tetapi Diploma dan Perguruan Tinggi. Konsep ini turut
mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dari supply minded (orientasi
jumlah) menuju demand minded (kebutuhan). Kesemuanya bermuara pada upaya-
upaya untuk memudahkan fulusan dari berbagai lembaga pendidikan untuk dapat
lerserap i pasar tenaga kerja. Link and match sedikitnya melibatkan empat
komponen vang menjadi stakeholder dunia  pendidikan. Stakeholder yang
dimaksud “adaiai ﬁchugai pemerintah (sebagai legulator), dunia pendidikan itu

sendiri. lembaga penelitian. serta dunia usaha (Gambar 1).
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yaitu dengan mcngump[llkzm berbagai informasi dan literatur serta berbagai
kebijakan di bidang pendidikan yang telah  dilakukan Pemerintan  (cq.
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan
Bappenas). Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam studi ini antara

lain;

|

|

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

~ s -Penelitian atau Studi ini akan dilakukan dengan metode deskriptif
| 1. Studi Literatur (desk study).

|



o]

. Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia.

3.Survei dan pengumpulan data dari instansi terkait (BPS, Bappenas,

Kementerian Pendidikan nasional, Kementerian Tenaga Kerja, dlI).

4. Melakukan wawancara dengan instansi terkait dan institusi Pendidikan

(Perguruan Tinggi, Lembaga Kursus, Sekolah, dlI)
g8

5. Melakukan Diskusi Kelompok yang terarah (FGD: Focus Group
Discussion) dengan mengundang para nara sumber, kalangan

pengamat/ptaktisi pendidikan, kalangan usahawan/industrialis, NGO, dlIl.

1.4.2. Kajian aspek legal, peraturan dan kebijakan terkait dengan

program pendidikan Nasional dan Program Ketenagakerjaan

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009

b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2005-2009

c. RPJMN 2010-2014

d. RKP 2010-2011: RK/L Kementerian/Lembaga terkait seperti Bappenas.
Kemenko Perekonomian, Kemendiknas, Kemen Tenaga Kega, dil

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025

f. Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011

o. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasiona, RUU tentang BHP
Pendidikan Tinggi, Program Wajib Pendidikan dasar 9 Tahun, dll serta
Peraturan Perundangan lain seperti PP, SK menteri, Peraturan Dacrah,
SK Gub, SK Bupati dan turunannya terkait dengan program-program
Pendidikan dan Ketenagakerjaan

- - »
-

1.4.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan

analisis statistik dan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data
primer dan sekunder. Data primer berupa hasil survey lapangan melalui

berbagai focus group discussion dan in-depth interview di dalam negeri



(tingkat nasional, provinsi dan kabupaten) maupun mempelajari konsep
yang diterapkan di luar negeri yang relevan dan bisa dijadikan proses
pembelajaran, sedangkan pengumpulan data sekunder berasal dari berbagai
publikasi resmi di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan perpaduan
kedua metode tersebut diharapkan dapat memberikan hasil studi tentang

Keterkaitan antara Dunia Pendidikan dan Kebutuhan Pasar tenaga Kerja

dalam tataran Konsep Link and Match.

1.4.4. Analisis dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara baik berupa data primer
dari responden utama/primer akan diolah dengan menggunakan metode
deskriptif/statistik seperti persentase, rata-rata, minimum-maksimum, dll.
Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari laporan dan publikasi terkait
engounakan pendekatan analisis sehah akihat

(prima causality) dan analisis kebijakan (policy analysis)..

1.4.5. Indikator dan Variabel
Dalam Studi Keterkaitan antara Dunia Pendidikan dan Kebufuhan
Pasar Tenaga Keria dalam Konseo Link and Maicii ini. beberapa indikator
dan variable yang akan dianalisis, antara lain:
a. Tingkat/jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada berbagai
jenjang (SD, SMP, SMA, PT).
b. Jumlah angkatan kerja/lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran dan

partisipasi angkatan kerja di berbagai sektor ekonomi.

iy

. Tingkat/ angka Partisipasi sekolah, tingkat Kelulusan, Tingkat

Pengangguran . TPAK | dIL
- L

(=5

. jumlah usaha produktty dan kelembagaan ekonomi yang ada.

. Tingkat partisipasi kelompok/ perempuan dalam dunia pendidikan.

i

Kelembagaan Pendidikan (forma dan non fomal ) yang ada di masyarakat.

o. Kondisi kelembagaan ckonomi dan pasar tenaga kerja yang ada di

masyarakat.

1. Tingkat pertumbuhan ckonomi di daerah/regional (PDRB).
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1.6.

i. Jumlah anggaran/dana baik dalam bentuk BLM maupun yang bersumber
dari APBD/APBN scjak tahun 2010 di sektor pendidikan dan
ketenagakerjaan.

j. Indikator keberhasilan program-program pendidikan dan ketenagakerjaan
nasional seperti tingkat kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan,
program sarjana mandiri , program kewirausahaan, program magang
(internship), program bea siswa dan program-program sejenis yang
terkait dengan dunia pendidikan dan ketenagkerjaan serta kewirausahaan

nasional.

Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan studi ini adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penelitian : Januari 2012

b. Studi literatur dan penyusunan kerangka penelitian « Fobmor
¢. Penyusunan laporan awal : Februari (akhir) 2012

d. Studi lapangan (pencarian data, wawancara dan FGD) : Maret — Mei 2012

e. Focus Group Discussion : Juni (minggu kedua) 2012
{. Penyusunan laporan akhir  : Juni (minggu xeempat; 2012

Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan dibagi dalam lima bagian. Bab 1,
Pendahuluan. merupakan pengantar untuk memahami masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini, yaitu konsep Link and Match antara lapangan
kerja dan dunia pendidikan. Pada bab ini pula, akan dijabarkan metode
penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Bab 2,
Jinjauan Pustaka, membahas mengenai penerapan konsep Link and Match
herdasarkan literatur yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada Bab 3. Studi Kasus. akan dibahas mengenai hasil observasi di

lapangan. baik di dalam negeri, yaitu Manado dan Palembang, scrta di luar

negeri. yaitu Korea Selatan. Bab 4, Analisis dan Pembahasan, akan diisi

dengan analisis terhadap hasil observasi lapangan, sclain juga  prospek

ketenagakerjaan, kebijakan-kebijakan serta program-program yang berkaitan

'T"“""vr'—-‘
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dengan ketenagakerjaan dan pendidikan. Terakhir, pada Bab 5, Kesimpulan
dan Saran, akan disampaikan kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan,

selain juga menjabarkan rekomendasi kebijakan.

»
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BAB Ii
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka dalam Negeri

Program link and match telah dicanangkan sejak tahun 1989, dirancang
utnuk menjembatani kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun, hasil studi menunjukkan bahwa program tersebut masih terkonsentrasi
pada penyelarasan tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah. Mismatch
antara pendidikan dan pekerjaan mengakibatkan tingkat pendapatan yang lebih
rendah, rendahnya kepuasan kerja, dan tingginya tingkat turnover pekerja, yang
pada gilirannya mempengaruhi produktivitas pekerja (Bender & Heywood, 2006).

Pada awalnya, DEPDIKNAS memiliki sasaran program mengubah proporsi
siswa SMU vs SMK 70:30, menjadi 30:70. Sementara itu, pada tingkat perguruan
cazg wnkdiaPhdin auditya peran ndustrl untuk menciptakan - pelatthan-pelatihan
khusus bahkan bekerja sama untuk mendirikan institusi sesuai dengan jenis
industri yang dikembangkan. Farooq et al (2009) menunjukkan beberapa
penelitian yang telah dilakukan tentang education-job mismatches bahwa hal
tersebut  memberikan pengaruh yang relevan terhadap efisiensi investasi
pendidikan  baik  publik maupun swasta, Karena educationjob  mismaicies
mempengaruhi upah dan juga keluaran/hasil tenaga kerja lainnya, seperti
kepuasan kerja (Hersch 1991, Groot 1996), on-thejob training (Sicherman 1991),
mobilitas geograli (Dekker et al. 1996), dan turn over pekerja (Hersch, 1991
dikutip dari Farooq et.al, 2009).

Hersch (1991), dan Battu, et al. (2000) telah meneliti tentang pengaruh non-
moneter dari adanya job-education mismatch, dan menemukan bahwa pekerja
vang overeducated dan pekerja perempuan yang undereducated menunjukkan
tingkat kepuasan kerja _vung‘k'urung dibandingkan dengan pekerja vang match, dan
¢ premi pada kepuasan kerja (dikutip dart Farooq et.al, 2009).
Sgobbi dan Suleman (2009) mengemukakan bahwa mismatch pendidikan terjadi
oleh karena adanya heterogenitas kemampuan pekerja pada kualifikasi pendidikan

yang sama.
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dum pendidikan. Kurikulum nasional kurang sesuai dengan

kondisi lokal. Belum ada panduan nasional yang berfungsi

«di  pedoman  pengembangan  kurikulum  sehingga

pengembangan kurikulum di daerah menjadi stagnan.

angnya interaksi antara dunia pendidikan dan industri,

kebutuhan perusahaan tidak dapat diakomodir oleh dinas
‘mpatpada saat penyusunan kurikulum dilakukan. Hal ini

kurikulum vang ada relatul kurang mengimbangi
maupun kebutuhan dunia kerja. akibatnya tenaga kerja
1 tidak siap pakai. Namun demikian. di dacrah penelitian

nya, pengembangan kurikulum langsung dilakukan oleh



sekolah bersama wakil masyarakat daerah tersebut, tanpa dukungan dari
pemerintah pusat maupun industri secara langsung.

4. Kurangnya koordinasi diantara stakeholders terkait. Walaupun sudah
terjadi hubungan antara dunia industri, tenaga kerja dan dinas pendidikan,
namun belum ada koordinasi antara dinas industri, dinas tenaga kerja, dan
dinas pendidikan maupun institusi industri.

Belum ada pemetaan yang jelas dan pasti, berapa dan seperti apa tenaga

N

kerja yang dibutuhkan dunia industri. Mayoritas industri di Batam
merupakan industri perakitan sehingga tenaga kerja yang lebih dibutuhkan
adalah sebatas operator yang cukup hanya tamatan SMU, dan belum
memiliki keahlian khusus (skilled-labour). Disisi lain, perekonomian
Batam telah mengarah kepada pariwisata melalui perdagangan umum,
namun tenaga untuk hal ini juga belum siap.

4. Terbatasnya lowongan pekeijaan bagi 1u gga banyak
yang bekerja sebagai operator di industri, padahal mereka tidak memiliki
keahlian yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

7. Lulusan SMK masih banyak yang bekerja di luar bidangnya (sebanyak S0
persen) akibat keterbatasan lahan kerja yang sesuai dengan bidangnya. dan

keengganan mereka untuic diberiikan nekeriaan vang sama dengan ininsan

SMU bekerja sebagai operator. Mereka menuntut untuk paling tidak
diposisikan menjadi supervisor, padahal lowongan pekerjaan yang ada
kebanyakan hanyalah menjadi operator. Selain itu, jenis SMK vyang
dibangun belum banyak mengacu pada jenis perusahaan yang berdiri di

Batam.

Banten .

Penerapan kebijakan program link & match di Banten juga belum optimal. karena
terdapat beberapa kendala.

1. Masalah oversupply mahasiswa pada jurusan yang lapangan pekerjaannya

sedikit. Misalnya di Fakultas ckonomi, FFakultas Teknik Industri. Fakultas

Pertanian, dan lakultas  Pendidikan  (matematika dan  biologi) di
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Universitas Tirtayasa (UNTIRTA) mengalami oversupply mahasiswa.
Fenomena vyang terjadi adalah justru bidang/jurusan yang masih
diperlukan, peminatnya hanya sedikit. Misalnya: Fakultas Metalurgi
mengalami kekurangan mahasiswa, padahal banyak tersedia lapangan
pekerjaan di industri sekitar bagi para lulusan Fakultas Metalurgi. Untuk
mengurangi masalah oversupply pada beberapa jurusan favorit dilakukan
dengan menekan kuota penerimaan mahasiswa pada jurusan favorit
tersebut dan menambah kuota penerimaan mahasiswa pada jurusan yang
kurang diminati. Akan tetapi langkah ini kurang efektif, karena walaupun
kuota mahasiswanya sudah ditambah, tetap saja Fakultas Metalurgi

mengalami kekurangan mahasiswa.

2. Masih tingginya kesenjangan antara kemampuan calon tenaga kerja
dengan keahlian yang ditawarkan pada lowongan kerja.

r! Averl brrivare mvanyendainua facilitae lanharatarinms 30 catomeciras mabiecaen

-t AV ALLOLLL I\Llikllib |l|\.—|uuuul||;u [EESS TR N NNES e ALk e ]

tidak mampu mengejar kecanggihan alat-alat di dunia industri.

4. Kurangnya koordinasi antara pihak industri, lembaga pendidikan, dan
dinas tenaga kerja. Wajib lapor perusahaan kepada Disnakertrans kurang
direspon secara baik, sehingga dinas setempat kesulitan dalam melakukan
Setiing Program ierutama menvanekut iowongan vang dibutuhkan. Bursa
kerja khusus yang dilakukan lembaga pendidikan juga tidak berkoordinasi
dengan Disnakertrans. Padahal, pelatihan yang diselenggarakan Disnaker
selama ini konon telah mengacu pada kurikulum sesuai kebutuhan
perusahaan yang telah memberikan jaminan untuk dapat diterima kerja di
perusahaan yang bersangkutan disertai dengan syarat magang bagi

minimal lulusan SMU/SMK.

-

’

Realisasi Implementasi Link-Match dunia Pendidikan dan Industri di Batam
dan Banten

Mengacu pada informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan para
narasumber dari dinas pendidikan di dua daerah penelitian, mengesankan bahwa

pemerintah daerah tidak dapat mencampuri kebijakan pendidikan tinggi setempat.
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Seperti telah disebutkan sebelumnya, kasus Disdiknas Banten misalnya, penjabat
yang mengurusi pendidikan tinggi adalah kepala seksi pada esselon empat,
sementara ketua penyekenggara pendidikan tinggi sudah menduduki esselon dua.
Di sisi lain, kurikulum nasional dipandang kurang sesuai dengan kondisi
daerah/kondisi lokal. Perusahaan memberikan masukan kepada dunia pendidikan
untuk memasukkan hal-hal khusus yang bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan
industri.

Sementara itu, seorang narasumber dari pihak industri menyatakan bahwa
sampai saat ini pengajaran di perguruan tinggi masih terfokus pada
pengembangan ilmu yang bersifat teoritis, dan kurang aplikatif. Inilah yang
menjadi kunci permasalahan, mengapa lulusan perguruan tinggi tidak dapat
mengisi kekosongan lowongan kerja yang tersedia. Pelatihan atau pendidikan

tambahanpun nampaknya masih perlu disediakan oleh perusahaan, bila

VPR, - gy, (prs [SSTOTE. AP L, Sy R, TR ISR RRUIPI | [N - DURRCONPR . TR
Y = tevidn pras ool

gin meningkatka npetenst pekerjanss youg
kebutuhan jenis pekerjaan/posisi kerja bagi karyawan/pekerja bersangkutan (akan
dijelaskan pada uraian selanjutnya).

Baik di daerah penelitian Kepri maupun Banten pemerintah daerah mulai
secara serius menggarap politeknik dengan jurusan yang beragam dan lebih
menvesuaikan kebuiuhan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah vang
bersangkutan. Kepri dengan mengembangkan Politeknik yang ada ditambahkan
untuk jurusan maritim terutama untuk distribusi barang dan jasa. Langkah ini
ditunjukkan dengan mengaktifkan kembali politeknik yang telah dilebur kedalam
perguruan tinggi yang berorientasi akademik. Politeknik Batam yang telah diubah
menjadi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) pada 2007 yang lalu,
akhirnya diaktitkan kembal sebagai perguruan tinggi berorientasi vokasi yang
mandiri. Bahkan, sr;su:ti dengan program pemerintah  yang mulai menaruh
perhatian tinggi terhadap fendidikan vokasi. statusnya akan ditingkatkan, dari
perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi Badan hukum  Pendidikan  milik
Pemerintah (BHPP), perguruan tinggi negeri (P'I'N) versi baru.

Bagi provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki tiga daerah berstatus
Iree Trade Zone (F17), yaitu Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). keberadaan

BHPP Politeknik Batam tentu sangat membantu bagi upayanya menyediakan



"

tade .

tenaga kerja terampil di BBK. Diyakini, tenaga kerja terampil yang dididik di
daerah investasi tentu akan memiliki daya tahan kerja lebih tinggi (ditunjukkan
dengan rendahnya tingkat furn over pekerja). Keyakinan ini akan semakin tinggi
bila peserta didik atau calon tenaga terampilnya adalah sdm unggulan yang diberi
beasiswa oleh pemerintah daerah. Keberadaan BHPP Politeknik Batam layak
menjadi bagian dari promosi bagi para calon investor, yaitu
terjaminnya ketersediaan tenaga kerja terampil di lokasi investasi.

Sebagai BHPP, pengembangan Politeknik Batam akan didukung oleh
Depdiknas yang semakin peduli terhadap pendidikan vokasi. Peran Depdiknas

(pemerintah) bagi investasi dan pengoperasian yang diperlukan BHPP tertulis

jelas pada UU BHP. Sebagai BHPP di FTZ, Politeknik Batam harus mampu

mengembangkan diri agar dapat menghasilkan tenaga kerja dengan berbagai jenis

keterampilan guna memenuhi kebutuhan industri. Kedua variabel di atas akan

' '

e erhap besines

e -
'

Ldg: pengembangan BHEE Foliieknik Baiam di masa
mendatang. Politeknik Batam, merupakan satu-satunya Politeknik di kota Batam,
diresmikan oleh Mendiknas RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Bulan Oktober No. 235/D/0O/2000 dengan membuka tiga program studi
vang memiliki tingkat kebutuhan tertinggi di kawasan industri Batam yaitu
Aluntanst, Teknik Elektro
dan Teknik Informatika. Ketiga Program Studi yang dimiliki Politeknik Batam
telah mendapatkan akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional perguruan
Tinggi (BANPT) pada tahun 2003, dan sertifi kasi ISO 9001-2000 untuk Quality
Manajemen System pada tahun 2006. Politeknik Batam berada dibawah Yayasan
Pendidikan Batam yang terdiri dari dari Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam,
Universitas Riau dan Institut Teknologi Bandung.

. Sementara itu, Banten khususnya di Serang, direncanakan pembangunan

Politeknik bekerja sama den‘gan Universitas Negeri setempat (UNTIRTA) dengan

jurusan/ bidang studi kargo, akuntansi, kimia dan transportasi yang dianggap

merupakan  bidang  studi yang saat ini lebih  sesuai  dengan  kebutuhan
usaha/industri dan pengembangan daerah setempat.
Beberapa kebijakan lokal yang telah dilakukan baik di daerah penelitian

Banten maupun Kepri dalam mengimplementasikan program Link and Match dari
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sisi pendidikan dapat dikelompokkkan menjadi empat aspek yaitu, pengembangan
kurikulum, pengembangan kapasitas institusi, pengembangan pengetahuan
(knowledge), dan pengembangan skill SDM. Gambaran ini diperoleh terutama
berdasarkan kajian terhadap empat lembaga perguruan tinggi (masing-masing
diwakili oleh Poltek Batam dan UIB di Batam, UNTIRTA dan Poltek Piksi di

Banten, serta BBLKI di Banten.

2.2. Tinjauan Pustaka Luar Negeri

Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan (Vocational Education and
Training/VET) di Korea Selatan telah dievaluasi untuk menyediakan supply
tenaga kerja ahli (skilled labor) yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi
yang pesat, pada waktu dan tempat yang tepat. Namun saat pembangunan
ekonomi terus berlanjut, status dari VET justru melemah sejalan dengan semakin
dinilai pentingnya pendidikan tinggi dan semakin menariknya pendidikan umum
untuk para siswa dan orang tra. Status VET yang semakin menurun merupakan
hal penting yang patut diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah Korea Selatan,
namun juga oleh pemerintah dari negara-negara maju lainnya. Diduga pula, sistem
VET pada negara berkembang saat ini jauh lebih lemah apabila dibandingkan
dengan sistem VET pada negara berkembang di masa laiu. Hal i sunggun
disayangkan karena bahkan masyarakat Korea Selatan pada umumnya mengakui
bahwa sistem VET telah memberikan kontribusi yang berarti kepada
pembangunan ekonomi di masa lalu.

Menurut Chae dan Chung (2009) yang melakukan analisis’ terhadap
pencapaian di pasar tenaga kerja dari institusi VET yang menyelenggarakan
program pre-employment, negara-negara berkembang yang hendak membangun
baik“pendidikan kejurtian d‘d‘["l pendidikan tingginya dapat menggunakan beberapa
poin vang dihasilkan dari analisis terhadap data-data sistem VET saat ini di Korea
Selatan. Poin-poin yang dhasilkan dari analisis tersebut kemudian menghasilkan
implikasi-implikasi sebagai berikut:

|. TFungsi pendidikan kejuruan sebagai institut pendidikan utama di level

pendidikan  menengah  akan  menurun - seiring  dengan - ckonomi

bertumbuh  dan  berevolusi  menjadi - sistem  yang  berbasis  ilmu

———
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pengetahuan  (knowledge-based economy). Pendidikan kejuruan di
Korea Selatan berkontribusi dalam mendidik dan menghasilkan tenaga
kerja teknis yang sangat dibutuhkan perusahaan dalam masa-masa
pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun demikian, seiring dengan
masyarakat memasuki knowledge-based economy, pendidikan tinggi
menjadi lebih populer, dengan hanya 20% dari lulusan pendidikan
kejuruan langsung masuk ke pasar tenaga kerja sementara 70% lainnya
memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Fenomena ini
menunjukkan adanya suatu titik dimana tingkat keahlian yang
dibutuhkan lapangan kerja semakin meningkat, sehingga pendidikan
kejuruan pada tingkat menengah tidak dapat memenuhi permintaan
keahlian yang ada.

Meskipun fungsinya di tingkat pendidikan menengah dinilai menurun,

e B By P Do zwasan womam = o baem o
i,"..llulu.l!\{!ll l\\.c_] Lt vl L

at pendidikan tinggi dind
penting. Seiring dengan berubahnya masyarakat menjadi masyarakat
berketrampilan tinggi, peran dari junior college (setingkat politeknik)
menjadi semakin penting dalam menghasilkan teknisi-teknisi dengan
ketrampilan dan keahlian tinggi dibandingkan teknisi yang sebelumnya

{ihagilkan oleh seikoiah menengai keinrnan Di Karea  inmiah cicwa

unior colleee meningkat secara berkelanjutan hingea tahun 2000,
J g e

dimana berkurangnya penduduk usia sekolah mempengaruhi tren
tersebut.

Pendidikan kejuruan pada tingkat menengah dan tinggi haruslah
terintegrasi dan terhubung dengan baik. Proporsi siswa sekolah
menengah kejuruan yang melanjutkan ke institusi pendidikan tinggi
semakin me,ningkal tidak menunjukkan bahwa sekolah menengah
kejuruan tidak dipérlukan. Sebanyak 60% siswa melanjutkan ke junior
college menunjukkan institusi pendidikan kejuruan di tingkat menengah
dan tinggi telah terhubung dengan baik. Namun, diperhatikan dalam
konten kurikulum, dalam proses edukasi tidak ada hubungan praktis
antara kedua jenjang pendidikan. Sebagai contoh, beberapa junior

colleee menerapkan program  vang  berhubungan dengan progeram
b4 £ g 8
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ari sekolah menengah kejuruan, namun efek yang dihasilkan

terdistribusi  dan

pelatihan d

tidak signifikan karena program tersebut tidak

terselesaikan dengan baik.

4. Peran dari program pelatihan kejuruan yang dilaksanakan oleh

ah dinilai masih diperlukan unfuk menanggulangi kegagalan

ly tenaga kerja. Saat ekonomi tumbuh,

pemerint

pasar dalam menyediakan supp

peran dari program pelatihan kejuruan dari pemerintah dinilai akan

semakin turun, namun peran dari pemerintah tetap diperlukan.

Pemerintah tetap perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk

tenaga kerja bagi perusahaan kecil dan menengah, karena mereka tidak

mempu menyediakannya sendiri dan institusi swasta tidak mampu

melatih tenaga kerja yang mencukupi untuk menutupi kekurangan

tenaga kerja teknis.
Sebagai penutup, Chae dan Chung menyatakan bahwa negara-negara
berkembang harus membangun sistem VET di tingkat menengah agar terhubung

dengan baik ke pasar tenaga kerja. Selain itu, disarankan puia bagi negara-negara

berkembang untuk membentuk sistem VET di tingk
kedua tingkat pendidikan tersebut haruslah

at pendidikan lanjutan atau

tinggi. Selanjutnya, sistem VET di
erhubung dengan baik untui menghasiikan tenaga kerja terampil yang lebih

t
LA

herkualitas.
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BAB 111
STUDI KASUS

3.1. Studi Kasus Dalam Negeri

3.1.1. Studi Kasus Sumatera Selatan
3.1.1.1. Tinjauan Perekonomian Sumatera Selatan

Sebagai salah satu daerah yang menjadi Kajian Keterkaitan Dunia
Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan
merupakan salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan yang fluktuatif.
Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan dengan Migas
mencapai 5,84% (2007), 5,07% (2008), 4,11% (2009), 5,43% (2010), 6,47%
(2011) dan 5,68 % (2012).

Perckonomian Sumsel tahun 2012 diduga akan tumbuh lebih lambat,
yang berpotensi akan berlanjut pada tahun 2015, Frediksi pertumbuhan yang
melambat ini diperkirakan karena terlalu bergantungnya perekonomian
Sumatera Selatan pada pertumbuhan sektor pertanian dan pertambangan.
Setiap sektor pertanian tumbuh melambat maka perekonomian akan
melambat pula. Sedangkan untuk pertambangan, selama transportasi khusus
batubara belum terealisasi, maka pertumbuhan sektor tersebut akan selalu
dibawah £,00%o.

Pada tahun 2010, kontribusi Pulau Sumatera dalam pembentukan PDB
sebesar 23.63% (peringkat pertama di luar Pulau Jawa dan Urutan ke-2 di
Indonesia), sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan dalam pembentukan
PDB di Pulau Sumatera berada pada urutan ke-3 setelah Provinsi Riau dan
Provinsi Sumatera Utara vaitu sebesar 3,07%. Pereckonomian Sumatera
Selatan pada tahum 2010 tumbuh sebesar 5.43 %, naik dibandingkan tahun
2009 sebesar 4,11 %. ‘

Laju pertumbuhan ckonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
sampai dengan Triwulan [ii scbesar 6.1%, mengalami peningkatan dari
Tahun 2010 yang hanya sebesar 5,4% dan melampaui target pada RPIMD
yang sebesar 5.7%, hal ini dipengaruhi antara lain oleh scktor Bangunan

terkait finalisasi pembangunan infrastruktur SEA - Games XXVI 2011 di

R
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Palembang serta sektor Perdagangan, Hotel, dan Restauran (PHR).
Peningkatan volume ekspor ke Negara tujuan, ditopang dengan tingginya

harga komoditas unggulan seperti karet dan CPO di pasar dunia. Peningkatan

permintaan domestic terutama terhadap subsektor perkebunan, industry

pengolahan, listrik, perumahan, perdagangan, perhotelan dan jasa.
Perekonomian tahun 2011 menunjukan tingkat stabilitas yang cukup

baik, dimana inflasi mengalami penurunan dari 6,02% pada tahun 2010

menjadi 4,59% pada tahun 2011. Tekanan Inflasi tetap terkendali baik dari

sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi cuaca yang lebih baik dari tahun

sebelumnya telah mendukung kegiatan produksi (khususnya di sektor
pertanian) dan distribusi. Di sisi lain, dampak penurunan harga komoditas di

pasar internasional tidak terhindarkan berkorelasi terhadap penurunan

pendapatan dan pengeluaran masyarakat.

4 mardapanaan  Qumatera  Selatan periode 2009-2011 terus

mengalami peningkatan, impor Sumsel mengalami fluktuasi pada tahun 2010

mengalami penurunan menjadi US $ 106,9 dan kembali wmeningkat pada

triwulan I tahun 2011 menjadi US $ 375 juta, peningkatan impor tersebut

diikuti dengan ckspor Sumatera Selatan menjadi US $ 3.894.93 juta, sehingga

Gumatera Selatan mengalami surplus sebesar US $ 3.519 juta.

bt

3.1.1.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

komponennya di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir

mengalami trend yang meningkat yang merupakan gambaran adanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut. Peningkatan

tercermin dari keempat komponen [PM, yaitu angka harapan hidup dari 68,3
L4
(2005) menjadi 69,6%2010); angka melek hurul dari 95,9 (2005) menjadi

97.73 (2010); rata-rata lama sekolah 7.5 (2005) menjadi 7.82 (2010). Aspek

nendidikan yang, diwakili oleh dua komponen yaitu angka melek hurul” dan
rata-rata lama sekolah juga menunjukkan trend - yang meningkat pada

periode 2005-2010 sebagai gambaran meningkatnya pendidikan masyarakat
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selama 2005-2010. Sccara keseluruhan IPM di Sumsel meningkat dari 70,2
(2005) menjadi 72,95 (2010).

Dari aspek kemiskinan, persentase penduduk miskin di Sumatera
Selatan mengalami penurunan dari 22.49% pada tahun 2002 menjadi
19,15% pada tahun 2007, atau menurun sebesar 3.34% dan menjadi 14,24%
pada tahun 2011. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya
kemiskinan baru. Program penanggulangan kemiskinan terbagi atas 4
(empat) klaster, antara lain focus prioritas penanggulangan kemiskinan
diarahkan pada peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan
perlindungan social berbasis keluarga seperti Jamkesmas, subsidi
pendidikan dan raskin: menyempurnakan dan meningkatkan efektifitas
pelaksanaan PNPM Mandiri, peningkatan akses usaha mikro dan kecil
kepada sumberdaya produktif serta neningkatan sinkronisasi dan efektifitas
koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku; dan
menyediakan barang-barang murah dimana sebagian dibantu atau disubsidi

oleh pemerintah, guna mencegah ekonomi biaya tinggi dari masyarakat

miskin.

Sementara aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT)
terus menurun dari 9,33 persen (2006) menjadi 7,61 persen (2009) dan 6,55
persen (2011). pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka (TPT)
mencapai 9.34%, pada tahun 2008 telah diupayakan mengurangi tingkat
pengangguran terbuka dengan mensinergikan antara kebijakan ekonomi
provinsi Sumatera Selatan dan pertumbuhan sektor riil dalam peningkatan
lapangan kerja. Disamping penurunan angka pengangguran, keberhasilan
Jainnya dalam bidahg keselamatan kerja, dimana tahun 2008, Provinsi
Sumsel mendapatkan penghargaan  7¢ro accident dari Pemerintah Pusat

(Presiden RI).

3.1.1.3. Gambaran Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
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Perkembangan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan
i dapat dilihat dari Angka Partisipasi

perkembangan yang positif, hal in
S) dan APM baik SD/MI,

Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (AP

SMP/MTS, SMA/MA/SMK  yang terus meningkat setiap
unan sebagaimana terlihat

tahunnya

sementara angka putus sekolah mengalami penur

dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Gambaran Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
No | Jenis Sekolah Jumlah Jumlah Kelas/Rombongan | Jumlah
Sekolah Siswa belajar (Rombel) | Guru
1. TK/RA 1.647 91.025 2.273 4418
2 SD dan Ml 4.678 | 1.017.349 25.254 63.492
B a.SD 4211 | 957.161 23862| 57.859
b.MI 4671 60.188 1492 [ 5.633
3. SMP dan MTS 1.366 374.889 9.362 22.3 ]?'
a.SMP 1.163 313.104 7.824 15.086
b. MTS 203 61.785 1.538 7.230
T [SMAMASMK | 863 | 291951 7256  19.651
2.SMA so1 1920601 4818 12781
b.MA 177 34714 856 1.978
c.SMK 167 64.268 1.582 | 3.773
5. | Pengawas 1119
Toml | 8554 1775214 T 44245| 109.877
o Samme SO 2002 :

Perkembangan posisif terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah dan

-
jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Sumalera Selatan selama periode

2008-2010, dapat digambarkan sebagai berikut:

A APK di Sumatera Selatan meningkat dari 72.02% pada tahun 2008 menjadi

80,04% pada tahun 2010
b.APM di Sumatera Selatan meningkat dari 48.94% pada tahun 2008 menjadi

67.03% pada tahun 2010

23



¢.Terjadi penurunan angka putus sekolah dari 1,12% pada tahun 2008 menjadi

1,02% pada tahun 2010.

Program Sckolah Gratis

Sejak tahun 2009 di Sumatera Selatan dilaksanakan program sekolah gratis
dengan memberikan biaya operasional sekolah mulai jenjang SD/MI,
SMP/MTs. SMA/MA/SMK sehingga orang tua/wali siswa tidak dibebani biaya
operasional sekolah serta dalam rangka rintisan wajib belajar pendidikan 12
tahun.

Yang dimaksud dengan sekolah gratis adalah pembebasan iuran Komite
Sekolah yang selama ini menjadi beban orang tua/wali, diambilalih oleh
Pemerintah sehingga para orang tua/wali tidak terbebani dengan biaya
pendidikan bagi anak-anak mereka. Bantuan juran Komite Sekolah berlaku
untuk seiuruh jenis dai jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Tahun
2010 jumlah sasaran Program Sekolah Gratis mencakup SD/MI sejumiah
1.017.349 siswa; SMP/MTs berjumlah 374.889 siswa; jenjang SMA/MA/SMK
berjumlah 291.951 siswa. Adapun sasaran program subsidi komite adalah
semua sekolah baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederaijat, baik
negeit maupun swasta di seiurmi Provinsi Sumatera Seiawan.

Sumberdana untuk sekolah gratis ini merupakan gabungan dari pusat yang
diberikan dalam bentuk BOS, APBD Provinsi dan dana APBD
Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dengan 15 kabupaten/kota, khusus untuk
dana APBD baik APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota diikat dalam bentuk
perjanjian/kesepakatan  yang dituangkan dalam MOU pada masing-masing
kabupaten/kota, yang besaranaya disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing kabupaterykota, schingga penyelenggaraan sekoiah gratis ini dapat
terus berlanjut. * .

Adapun rincian biaya operasional untuk program sekolah gratis untuk tiap
siswa SD/Mi Rp 10.000,-; SMP/MTS Rp 15.000° SMA/MA Rp 80.000,- dan
SMK sebesar Rp 90.000.- sp Rp 100.000.-. Perkembangan biaya operasional

selama Selama 3 tahun adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.2. Perkem

igan Biaya Operasional Sckolah di Provinsi Sumatera

Selatan
_-_N_()_-_W: Kkolah | Unit Cost per Siswa (Rp 000,-)
Th. 2009 Th. 2010 Th.2011 |
R I 486a8.606 | 86629299 |  89.146.157
2 SMP/MT- 32.808.548 | 46.775.154 |  48.178.409
3 SMA/MA 82 796.028 | 150.852.356 | 179.038.292
4 SMK 53792028 | 46387.150 |  59.137.152
Jumlah 185.136.082 | 330.643.968 | 375.500.010

Sumber : Kantor Pe:

Rincian bia:
sebagai berikut:

a. Dari APD
400.000,-/siswa !
Kota Rp 575.00

b. Tambah

/ssiswa/tahun; S

s £ A NEA CQNATS
IR P VLS T S

diberikan seper
sebesar Rp 1.

/siswa/tahun.

‘dikan Provinsi Sumsel, 2012

yperasional untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah

(BOS) termasuk 20S tnbn ner siewa SN/tahun di Kota Rp

wun; SD di Kabupaten Rp 397.000,-/siswa/tahun; SMP di

siswa/tahun; SMP di kabupaten Rp 570.000,-/siswa/tahun
dari APBD untuk siswa SD/MI sebesar Rp 120.000,-
SIMTS sebesar Rp 180.000,-/siswa/tahun; sedangkan untuk

wana tidak ada dana BOS dari pusat maka biaya operasional

wva dari APBD Provinsi dan Kabupaten yaitu SMA/MA

1.000,-/siswa/tahun  dan SMK sebesar Rp 1.200.000,-

3.1.1.4. Gambaran [Letenagakerjaan di Provinsi Sumatera Sclatan

3.1.1.4.1. Kependu lukan

.. Hasil sensus

Selatan sebanyak
perkotaan sebanya’
4.784.265 jiwa (6
dan perempuan s anyak
angkatan kerja d:

sejumlah  3.351.

epduduk tahun 2010, jumlah penduduk provinsi Sumatera
450.392 dqiwa yang mencakup penduduk yang tinggal di
7.666.129 jiwa (35,79%) dan di dacrah perdesaan sebanyak

'1 %), dengan komposisi penduduk laki-laki 3.792.647 jiwa

3.657.747 jiwa. Jumlah penduduk yang merupakan

rovinsi Sumatera Selatan sebesar 3.417.875 orang, dimana

orang diantaranya bekerja. sedangkan 66.808 orang
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merupakan pengangguran. Dari hasil sensus Penduduk (SP 2010), Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 65,93
persen, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu

masing-masing 81,04% dan 49,83%. Sementara itu, bila dibandingkan menurut

perbedaan wilayah, TPAK Perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-
masing 54,34% dan 72,57%. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
82.77%), Kabupaten Empat Lawang (76,97 %), dan Kota Pagar Alam

66.808 orang, Tingkat

Selatan (

(73,29 %). Dengan jumlah pengangguran sejumlah

Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 1,95% (Sumber BPS-SP

2010).

3.1.1.4.2. Angkatan Kerja
A ~iqran ¥arin adalah mendnduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja,

i

sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk berumur

kurang dari 15 tahun meskipun melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan

hidup tidak terkategori sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian

dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan yang bertambah

atan menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri,

karena adanya faktor alami seperti : kelahiran, kematian maupun migrasi yang

menyebabkan bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.

Gambaran angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan selama periode
2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2005-2009

No, [ Tahun A Angk?t:m Kerja (jiwa) N
A i ) ]
i | 2005 % 3.318.868

= F_ESSN | P B s R e —
2 2006 3.332.789

o 2007 33712332
. lwes 342012
5 2000 = 3.487.999 -

“Sumber : Diolah dari BPS 2008



Adapun angkatan kerja menurit kabupaten/kota menunjukkan peningkatan

pada tahun 2009 yaitu sebesar 3.487.999 atau sebesar 0,04 persen dari tahun 2008

yaitu sebesar 3.472.012 jiwa. Secara alami dengan adanya kenaikan tersebut maka

otomatis meningkatnya pula kebutuhan akan lapangan kerja, karena apabila

lapangan kerja ini tidak terpenuhi maka akan menambah penganggur terbuka.
Oleh karena itu melalui penyusunan rencana tenaga kerja ini akan dianalisis pola
pertumbuhan angkatan kerja, sehigga nantinya dapat disarankan/masukan
mengenai kebijakan atau langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi
permasalahan tersebut.

Sedangkan angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan untuk tahun 2010
didominasi angkatan kerja yang berpendidikan SD kebawah yaitu sebesar 51%
dari total angkatan kerja sebanyak 3.619.177 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Angkatan Kerja Provinsi Sumsel menurut Tingkat Pendidikan

dan Jenis kelamin Tahun 2010 (s/d Februari 2010)

Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Persentase ]
Laki-Laki Perempuan (Jiwa) (%) :
Belum Tamat 1.149.493 691.055 1.840.998 sn,oﬂ
SD
SMP 433.637 289.466 723.103 20,00
SMA | 503773 318.738 822511 | 22,00
DI/DI/DIII 36.725 |  63.888 100613 3,00
PT/Universitas 66222 65730 131.952 4,00
Jumdah . | 2.190300|  1.428877| éﬁﬁﬁl 100,00

Sumber : Diolah dari d:lta‘hl’#.‘s',ﬁlf

Berdasarkan data-data angkatan kerja di atas, bahwa untuk angkatan kerja di
Provinsi Sumatera Selatan menurut tingkat pendidikan didominasi olch lulusan
SD. SMP dan SMA ini berarti tingkat skill dan produktivitas angkatan kerja Kita

tergolong rendah. Karena pada level pendidikan tersebut, secara umum npah yang
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diterima juga relative rendah. Sementara itu jika dilihat dari aspek lapangan kerja
utama dari angkatan kerja yang ada, sebagian besar bekerja di sektor pertanian,

mencapai 62,02% dari angkatan kerja yang ada atau sekitar 1.896.167 jiwa.

3.1.1.4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi salah satunya dapat diukur
dengan menghitung proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja atau
proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Ukuran ini biasanya
disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi
TPAK, maka semakin besar keterlibatan penduduk dalam pasar kerja, baik untuk
mencari pekerjaan maupun bekerja. Persentase penduduk yang bekerja terhadap
angkatan kerja disebut Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) artinya besarnya
peluang seorang calon pekerja untuk menggantikan posisi yang tersedia saat ini
dan sebaliknya persentase nenduduk vang mencari kerja atau dengan kata iain
sedang menganggur terhadap angkatan kerja disebut Tingkat Penganggur

Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2008 adalah sebesar 69.79%. Artinya bahwa di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2008, dari 100 orang penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja .
sebanyak 70 orang adalah angkatan kerja murni. Secara rinci TPAK di provinsi

Sumatera Selatan menurut Kab/Kota yang ada dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumsel menurut

Kab/iKota, Tahun 2008

o TKaburatenKoa~. | TPAK | TKK | TPT |
g KomengUle | 6598| 0124|876
5 Ogan Komering lhr a5l | 751
S Vg | B T N AC)
| Lo —————e1| 9552|448
s TN | W0 9742 258
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6. Musi Banyuasin/_F 73,15 94,71 5,‘){}—|

7 |Banyuasin | 71,36 96,35 3,65 |

< |OKUSelatan | 7890 95.75| 425
9. | OKU Timur 67,12 91,78 8,22
0. | Ogan llir 76,33 95,92 4,08
11, | Empat Lawang 69,60 92,42 5,58
12, | Kota Palembang 62,71 93,11 16,89
13, | Prabumulih 66,56 89,57 10,43
14. | Pagar Alam 67.53 91,45 8,55
15. [Lubuk Linggau 60,96 84.46 15,54
Sumatera Selatan 69,79 91,92 8,08

Sumber : Diolah dari Data BPS, 2008

3.1.1.4.4. Masalah Pengangguran

Berdasarkan kategorinya, pengangguran dibedakan menjadi beberapa
kategori, antara lain pengangguran terbuka (open unemployment), setengah
penganggur  (under unemployment), pengangguran terselubung  (disguised
unemployment) dan sebgainya. Pada kajian berikut, analisis akan difokuskan pada
2 kategori, yailu pengangguran tarhnka dan setengah penganggui.

a.Penganggur Terbuka

Penganggur  terbuka didefinisikan ~ sebagai ~ mencari pekerjaan,
mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah
mendapatkan  pekerjaan  tetap, tetapi belum mulai bekerja. Salah satu
permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera
Qelatan adalah semakin meningkatnya angka pengangguran. Di Negara-negara
berkembang umumpya tingkat pengangguran yang tinggi khususnya di daerah
pinggiran pcrkulaunfpcdc;afm, hal ini mengindikasikan juga angka kemiskinan
yang tinggi. Perkembangan data pengaggur pada periode 2006-2007 dapat dilihat

pada tabel berikut.




~r

Tabel 3.6. Perkembangan Data Penganggur Provinsi Sumsel, 2006-2007

No [ KabupatenKota | 2006 1 2007 |
1. Wﬁw—_ﬂﬁum
2. OKI 34196 | 32146
3. Muara Enim 30.456 25.322
4. MURA 12073 | 11087
5. MUBA — 16245|  11.968
6. WWW
7. OKU Selatan 10501 8406
8. OKU Timur 16.115 24.184
9. Lahat 31.480 16.046
10. | Ogan llir 15.244 12.608
12. Prabumulih NE Y 10413

14, | Lubuk Linggau 10.794 13.563

e R 310.851 314.814

i

Gumber : Diolah dari Data BPS, 2007

IKhusus untuk provinsi Sumatera Selatan seperti yang ditunjukan oleh data
dari tabel diatas, pada tahun 2007 tingkat pengangguran angkanya cukup tinggi
yaitu 9,34% atau sebanyak 314.814 jiwa dari total angkatan kerja, artinya dari
setiap 100 angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 9 orang yang
menganggur, dengan daerah yang paling tinggi angka penganggurannya berada di
Kota Palembang. Ini mengingat Palembang sebagai ibukota Provinsi di Sumatera
lmggia|1 selatan  yang Qc?duduknya relative padat sehingga menyebabkan
penumpukan angkatan kerja.

b. Setengah Pengangguran

Dimensi lain dari permasalahan pemaniaatan tenagd kerja adalah mereka
yang diakategorikan sebagai setengah pengangguran, yaitu mereka yang sudah

bekerja tetapi jam kerjanya Kkurang dari 35 jam seminggu. Indikator ini
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menggambarkan tingkat peman

menggambarkan produktifitas yang rendah.

Gambaran kondisi setengah peng

Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

natan tenaga kerja yang rendah sckaligus juga

angguran di kota-kota dalam provinsi

Tabel 3.7. Perkembangan data setengah penganggur Provinsi Sumsel,2006-

2007 (dalam persen)

No | Kabupaten/Kota | 2006 2007 |
10-24 jam | 25-34 jam 10-24 jam | 25-34 jam
1. OKU 19,70 17,84 26,65 20,52
% OKI 17,97 26,41 18,00 2524
3. Muara Enim 15,78 30,97 13.10| 32,19
4. MURA T 1941 —194|  16,13| 2228/
5. | MUBA ——5al aR60|  2120] 3802
6. Banyu Asin 2750 | 2227 18,06 ’—??1"
7. OKU Selatan 14.20 22,14 18,03 2421
8. | OKU Timur 1660 22,11 12,94 17,63
9. | Lahat 1696  1926| 2136 14.21
0. | Oga 1Ugan fiir 16,69 19,26 15.13 14,76
iil. Palembang 6,53 6,02 8.00 8.79
12. | Prabumulih 10,92 16,10 14,24 17,92
13. | Pagar Alam 086 | 1554 9,66 15.20
14, | Lubuk Linggau | 1159 421 11,53  1L17]
'.L_ B Jumlah 1535 ] 1_98_9 D _If)FU(l—_ _2?).2() i
SQumber : Diolah dari data BPS, 2007

e

»

N

Dari data diatas dapa‘u dilih
dalam kategori setengah menganggur yang paling ting
pada mereka yang bekerja antar
maupun 2007. Kelompok setengah pengangguran ini mer
bekerja namun kurang produk

setengah pengangguran scbesar 40.6

it bahwa penduduk yang bekerja dan masuk
gi persentasenya adalah
a 25-34 jam/minggu, baik pada tahun 2006
upakan kategori yang
(il Dari data terlihat bahwa pada tahun 2007, angka

| persen dari penduduk yang bekerja atau
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sebanyak 1.241.658 orang. Jodi dengan demikian perbandingannya adalah dari
tiap 100 orang yang bekerja, 41 orang diantaranya masuk dalam kategori setengah

menganggur.

3.1.1.5. Prospek Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Sclatan

Berdasarkan hasil analisis dan situasi ketenagakerjaan yang diuraikan pada
bagian sebelumnya, maka berikut ini akan dibahas prosepek ketenagakerjaan
dengan mendasarkan pada estimasi pertumbuhan ekonomi untuk membuat suatu
perencanaan, dari sisi persediaan (suplly) tenaga kerja dilakukan proyeksi
penduduk usia kerja dan angkatan kerja untuk melihat Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) dan dari sisi kebutuhan (demand) tenaga kerja dilakukan
proyeksi kesempatan kerja. Selanjutnya dilakukan analisis keseimbangan antara

Demand dan Supply Tenaga Kerja sampai tahun 2013.

3.1.1.5.1 Estimasi Pertumbuhan Ekonomi

Pada kurun waktu 2006-2009, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera
Qelatan menunjukkan peningkatan, fenomena tersebut merupakan suatu peluang
untuk penyerapan tenaga kerja. Kebijakan yang perlu diambil adalah menganalisis
berbagai sektor berikut perubahanya dan prospek di masa yang akan datang.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
dapat memberikan manfaat atau sebaliknya dapat menimbulkan kendala. Faktor-
faktor yang mempengatuhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antara lain :

kekayaan alam, penduduk dan tenaga kerja, barang modal, teknologi dan system

social budaya masyarakat yang ada.

Tabel 3.8. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan, 2009-2013

[ No ‘ Lapangan T ®a ~ Tahun (dalaﬁﬁrscn)—_ ]

Usaha 000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

—ootams | 46| 8| 8,03 901 944

3. 'l’crl:lmlr.mgan_ o __U,El _ﬂf,‘%—__ rl 2 T 1.20 o 1.3_2_

3 [industri | 592| oarl 659  612| 7.00

T Tibwik,  Gas,|  1095] 1488| 13.04 1409 1508
= N =T




' Air ]
5. | Konstruksi 8,04 8,46 8,71 8,66 8,86
6. |Perdagangan |  1045| 11,07 1198 12,75 13,48
7. | Transportasi 13,37 14,17 15.10 15,29 16,05

8. | Kenangan BEL 12,31 13,27 14,14 15:12
9. | Jasa lainnya 11,50 12,31 13,55 14,95 16,13
PDRB dengan 6,74 7,30 7.81 8,25 8,75
Migas
LPDRB tanpa Migas 9,19 9,87 10,48 10,96 1,57 |

Sumber : Data awal diolah dari data BPS, 2007

Berdasarkan model prediksi dengan sejumlah asumsinya, rata-rata laju

pertumbuhan ckonomi Sumsel sampa

i dengan tahun 2013 adalah sekitar 1,97

Luhan ekonomi per sektor vang tertinggi terjadi

peisen per tahun, dengan pertumounan exon
pada sektor jasa dan transportasi, untuk itu k

prasarana

untuk mendukung pertumbuhan  sektor tersebut.

adapun

¢ depan perlu disiapkan sarana dan

untuk

kontribusi ekonomi per sektor lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Lo oI N
1

abel 3.9, Proyo

menurut Lapangan Usaha (H

Doovokei Kontribusi Sekior pikonoiii Sumsel

arga Konstan Tahun 2000), Tahun 2009-2013

ierhadap PDRD

No | Lapangan Tahun (dalam persen) T
Usaha 2009 | 2010 | 2011 2012 2013
T_'m__'—_zﬁs_'_—zﬁ)z_ 21,15 21,38 21,61
5 | Pertambangan | 22,04 20,83 1964|1843 17,23 |
T bindustei | 1793 1800] 18,06 18.11| 18,16
4. | Listrik, Gas, —g51 052|053 0354 055
Air
= [ Konstruksi | .96 T 85| 835 853 872
6. | Pordagangan | 1418 Taa7| 1476|1507 1537
7. | Transportasi T 49s5|  sa8) 541 "-_ 564 587!
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8. | Keuangan 4,18 4,30 4,40 4,53 4,64 |

Sumber : Data BPS . diolah, 2009

Sebagaimana diketahui bahwa Sumatera Selatan sektor unggulannya adalah
pertanian, pertambangan, industry dan perdagangan. Dari data diatas terlihat
bahwa kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Sumsel mengalami
perubahan dimana untuk sektor pertambangan mengalami penurunan sedangkan
sektor perdagangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini
disebabkan karena dari sektor pertambangan banyak dipengaruhi oleh faktor
eksternal , seperti pengaruh krisis ekonomi global. Sedangkan untuk sektor
pertanian dan industry kenaikan pertumbuhannya relative kecil yaitu dibawah 1
persen.

Dengan bertoiak dari data kemajuan dan perkembiligui <ot iia
provinsi Sumatera Selatan serta prospek dan potensi yang dimiliki, maka
diperkirakan ke depan nilai tambah masing-masing sektor ekonomi akan
mengalami peningkatan, sekaligus akan meningkatkan PDRB dan pendapatan per
kapita penduduk Sumsel diharapkan akan meningkat. Berdasarkan perhitungan
B B :f\!:} Almanliivnl-ae 'I)I'\!)I'.) ) m '!

vy
Taliieinilis L LSANELS W

4 memaapmesas ssesaseas e

trilyun.

3.1.1.5.2. Peluang Kesempatan Kerja

Pertumbuhan  kesempatan keria sangat erat hubungannya dengan
perekonomian, manakala ekonomi tumbuh dan berkembang maka kesempatan
kerja akan.bertambph, sebaliknya manakala beban ekonomi menurun maka
kesempatan kerja juga akan berkurang. Seperti diketahui bahwa sejak timbulnya
krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 lalu yang mengakibatkan kelesuan
dunia usaha, dan menurunnya daya beli masyarakat maka kesempatan kerja juga

akan berkurang sebagai akibat lebih lanjut adalah pemutusan hubungan kerja, dan

pengangguran yang semakin meningkat.

9. | Jasa lainnya 7,60 7,74 7,79 701 8,01
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Di lain pihak, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara langsung ataupun
tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang ada. Hal
tersebut dapat dilihat pada angka pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi
Sumatera Selatan.

Gambaran proycksi tingkat kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan

dapat dilihat ada tabel berikut.

Tabel 3.10. Proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera

Selatan, Tahun 2009-2013 (dalam Juta)

No | Uraian Tahun Proyeksi

2009 2010 2011 2012 | 2013
1. | Angkatan Kerja 3524,73 | 2589,17 | 364151 | 37892 | 3947.11
2. | Penduduk  yang | 3216.46 | 326898 | 3306.86 | 34483 | 3597.05

| ! |
bekerja

3. | Tingkat 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

Kesempatan Kerja

Sumber : Data BPS, diolah, 2009
3.1.10.5.35. Droyehsi Ketenagakerjaan

Dari ramaian mengenai kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan
tersebut diatas, diasumsikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,9 persen
per tahun (atas dasar harga konstan tahun 2000). Dalam penyusunan rencana
tenaga kerja provinsi ini, kondisi perekonomian sangat menentukan dalam mebuat
estimasi mengenai persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, mengingat tingkat
perekonomian suatu wilayah akan berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan
kerja. Jadi dalam kongeks ini, kesempatan kerja merupakan permintaan (Demand)
terhadap persediaan tenaga ﬁ.\'{‘:‘jz: dan angkatan kerja adalah persediaan (supply)
terhadap kebutuhan tenaga kerja.

Ramalan atau estimasi dan proyeksi mengenai persediaan dan kebutuhan
tenaga kerja tersebut, adalah mengenai scberapa besar pertambahan tenaga kerja
(Penduduk Usia Kerja/PUK). Karena PUK merupakan  dasar

untukmenentukan/memperkirakan tambahan-tambahan variable-variabel

2
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ketenagakerjaan yaitu antara lain : Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK), Penduduk yang bekerja, dan penganggur (yang tidak bekerja).
Selanjutnya  berdasarkan  hasil ~ proyeksi  terhadap  variable-variabel
ketenagakerjaan tersebut, akan dapat dianalisis kondisi yang terjadi sckarang dan
di masa yang akan datang, sehingga nantinya dari permasalahan yang ada akan
dapat dicari solusi berupa saran dan masukan yang berguna untuk menentukan
program kebijakan ketenagakerjaan ke depan sebagai bagian dari Program
keterkaitan antara Dunia Pendidikan dan Ketenagakerjaan (/ink and match,).
Secara rinci hasil proyeksi dari variable-variabel ketenagakerjaan, dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Proyeksi Variabel Ketenagakerjaan Tahun 2009-2013 (dalam

juta)

[ Uraiais ~505 Z0id Zoii iz | 2003
PUK 5028,55 5106,70 5178,40 5260.,76 5335,69
AK 3497,17 3504.26 3567,22 3616,68 365691
Penduduk 3181.42 317942 3241,07 3288.58 332422

| Bekena

| TPAK 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62
Kes Kerja 2894,18 2884,69 294475 2990,24 3021,79
TKK 0,91 0,91 0,91 0.91 0,91
Pengangguran 315,75 324,84 326,14 328,10 332,69
Terbuka

| TPT (% thd 11,08 10,79 10,94 11,02 10.99
AK)

Sitmber : Data-data dari BPS, diolah. 2009
-,

Dari hasil proyeksi ketenagakerjaan, pada tahun 2013, Penduduk usia kerja
(PUK) akan mencapai 5335,69 juta jiwa. Angka proyeksi penduduk usia kerja ini
merupakan besaran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan
kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Penduduk usia

kerja merupakan faktor yang mempengaruhi besaran  dari variable-variabel
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ketenagakerjaan seperti terlihat pada tabel diatas. Sedangkan angka pengangguran
yang masih ada dari proyeksi kesempatan kerja yang diciptakan tentunya akan
menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan yang akan dilakukan dalam
rangka menekan laju pengangguran ini. Oleh karena itu, proyeksi persediaan
maupun kebutuhan tenaga kerja ini adalah untuk menjembatani antara kebutuhan

tenaga kerja dan ketersediaan/kesempatan kerja yang ada.

3.1.1.5.4. Analisis Kescimbangan

Dari  pembahasan-pembahasan ~ mengenai  situasi  dan  prospek
ketenagakerjaan sebelumnya, terlihat bahwa persediaan tenaga kerja dari tahun ke
tahun semakin meningkat, hal ini sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk

yang meningkat dan penciptaan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan

Jumlah angkatan kerja yang ada.Artinya prosepk ketenagakerjaan di provinsi

Siimeel camnai dengan tahun 2012 magih terj: 5isi porscdiaan
tenaga kerja (supply of labor). Kondisi demikian tentunya merupakan tantangan
bagi aparat pemerintah yang menangani masalah pendidikan dan ketenagkerjaan.
Oleh karena itu perlu disiapkan rencana tenaga kerja yang dikaitkan dengan aspek
pendidikan yang lebih matang dan komprehensif di masa yang akan datang.

pada tabel 3.4., dimana angkatan kerja sampai tahun 2013 adalah sebanyak

3.656,91 juta jiwa, sedangkan kesempatan kerja yang ada hanya 3.021,79 juta

jiwa. Artinya dari neraca ketenagakerjaan yang ada, secara riil kondisi

ketenagakerjaan di Sumsel adalah excess supply (kelebihan ketenagakerjaa)

dimana ketersediaan tenagakerja yang ada lebih besar daripada kebutuhan akan

tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan untuk penganggur terbuka sampai dengan

lahu:} 2013 adalah sebanyak 332.69 ribu jiwa, atau jika dikonversi dengan tingkat
, - »

kesempatankerja yang ada *sebesar 91 persen maka jumlah penganggur akan

berkurang sebanyak 28733 ribu jiwa. Oleh karena itu untuk mengurangi dan

meminimalisir angka pengangguran yang ada perlu diciptakan kesempatan kerja

yang seluas-luasnya.
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3.1.2. Studi Kasus Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado merupakan salah satu
provinsi Indonesia yang memiliki potensi besar. Terletak di tepi Laut Sulawest,
tepatnya di Teluk Manado, kota Manado menjadi salah satu kota pusat
perdagangan terbesar di Indonesia, sclain juga menjadi salah satu pintu
gerbang pariwisata Indonesia. Selain potensi perdagangan dan pariwisata yang
sangat besar, provinsi Sulawesi Utara juga memiliki potensi besar di sektor

hotel dan restoran, pengangkutan, komunikasi, serta jasa.

Menurut Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, program
terkait usaha menjembatani dunia pendidikan dan tenaga kerja antara lain
program magang yang diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dan program pendidikan berbasis keunggulan daerah yang diterapkan pada
Sekolah Menengah Atas (SMA). Program magang adalah prograimi yang
memungkinkan para siswa SMK untuk mempraktikkan keahlian yang telah
dipelaiarinva di sekolah pada bidang pekerjaan yang sebenarnya, sedangkan
program pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah suatu kegiatan
ekstrakulikuler yang bisa diikuti siswa dan di sana siswa dapat mempelajari
keterampilan tambahan yang memanfaatkan polensi atau keunggulan yvang
dimiliki daerah tempat tinggalnya. Sebagai contoh, SMA 1 Manado pernah
menerapkan  program ini dengan mengajak siswanya belajar  dan
mempraktikkan cara mengalengkan ikan yang sudah diproses. Namun, untuk

program ini dilaporkan sudah tidak diketahui kelanjutannya sejak tahun lalu.

Minat penduduk Sulawesi Utara terhadap pendidikan menengah dan
tinggi lebih menjurus ke pendidikan tinggi, terlihat dari minat siswa yang lebih
memilih mq]an_iulkatl ke SMA dibandingkan SMK. Siswa yang melanjutkan ke
SMK pada umumnya befasal dari golongan menengah ke bawah, karena
mereka berharap dapat segera bekerja dan mendapat penghasilan  untuk
membantu biaya hidup keluarganya. Sementara itu, siswa yang melanjutkan ke
SMA masih akan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk pendidikan lebih

lanjut sebelum terjun ke dunia kerja. Hal tersebut dapat pula terlihat dari
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jumlah SMA di Provinsi Sulawesi Utara yang lebih banyak dibandingkan

SMK, yaitu 226 SMA dibanding 153 SMK.

Dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 yang
bertajuk “Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pclaksanaan
wajib belajar 12 tahun, serta gerakan Semua Harus Sekolah (SHS)”, anggaran
Dinas Pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD telah dianggarkan ke
pos-pos yang diharapkan dapat membantu kesuksesan pembangunan daerah.
Meskipun belum ada program skill developing secara khusus, namun anggaran
untuk penyediaan layanan kursus dan pelatihan telah dianggarkan dari APBN
sebesar Rp 3.175.823.000. Anggaran ini diharapkan dapat menyalurkan lulusan
ke lapangan kerja dengan lebih baik, karena ilmu yang diajarkan lebih kepada
soft skill yang dapat diaplikasikan secara langsung. Selain itu, dari APBD telah
dianggarkan pula sebesar Rp 351.560.000 untuk pendidikan non formal.
Sementara itu, berkaitan dengan kerja sama dengan institusi lan. Dinas
Pendidikan hanya berkoordinasi langsung dengan sekolah-sekolah dan
perguruan tinggi, sementara koordinasi dengan dinas terkait penyerapan
lulusan ke lapangan kerja, seperti Dinas Tenaga Kerja, diakui masih sulit

karena terbentur anggaran.

Kepala Sekolah SMK 1 Manado menyatakan bahwa program yang
dicanangkan di sekolahnya didasarkan pada spektrum dan kurikulum SKKI,
sehingga diharapkan perusahaan mendapatkan lulusan yang memiliki
keterampilan yang dapat secara langsung diaplikasikan pada bidang kerja
terkait. Salah satu program terkait link and match yang dicanangkan di SMK 1
Manado adalah Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang dilakukan saat siswa
duduk di kelas 2. ’Melalui program ini diharapkan simulasi yang dilakukan di
dalam kelas langsung ddpat diaplikasikan oleh siswa di pekerjaan yang sesuai
dengan bidang ilmunya. Lulusan dari SMK 1 pada umumnya iangsung terjun
ke dunia kerja yang terkait dengan bidang ilmunya, meski ada pula yang
melanjutkan ke politeknik, baik Politeknik Negeri Manado maupun politeknik

keschatan atau keperawatan. Sejauh ini, jurusan favorit yang diambil siswa di
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SMK 1 Manado adalah Administrasi Perkantoran dan Akuntansi, serta Teknik

Komputer dan Jaringan.

Terkait dengan partisipasi perusahaan setempat dalam penyerapan
lulusan SMK 1 Manado, beberapa perusahaan lokal telah menunjukkan minat
terhadap lulusannya. Sebuah perusahaan supermarket lokal, Multimart, sudah
menawarkan kerjasama dalam bentuk menyediakan praktik kerja lapangan
untuk para siswa dan kemudahan untuk aplikasi bagi lulusan. Selain itu,
beberapa travel agent lokal selama bertahun-tahun secara rutin telah meminta
langsung lulusan dari SMK 1 Manado untuk dipekerjakan. Sementara itu,
kerjasama dengan pemerintah setempat, yaitu dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, telah memiliki kerjasama dalam
menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus. Namun, beberapa tahun belakangan
ini, Bursa Kerja Khusus tidak berjaian iagi meski saat ini Kepala Sekolah SMK
| Manado hendak memulainya lagi. Selain itu, ke depannya diharapkan akan
ada Diklat mengenai hak dan kevsajiban para lulusan SMK 1 Manado yang

telah terjun ke dunia kerja.

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara,
program ierkaii nenempatan iniusan ke lapangan kerja vang masih berjalan
sampai saat ini adalah Tenaga Kerja Sarjana (TKS), dimana sarjana yang baru
lulus pendidikan S1 berbagai jurusan direkrut untuk bekerja di desa-desa
setempat selama dua tahun. Pencari kerja yang terbanyak datang dari level S1,
namun karena pencari kerja masih cenderung pemilih, maka pengangguran
terbanyak juga berasal dari level S1. Saat ini, tercatat sebanyak 90 ribu orang
pengangguran dari satu juta orang angkatan kerja. Untuk sektor yang
oyersupply adalah ;;eklor perbankan, sementara untuk yang wundersupply antara

lain adalah tenaga pendidtk:

Selanjutnya, kendala yang muncul dari usaha penerapan link and match
antara lain komitmen dari sekolah dan pembina dari dinas yang dinilai kurang
kompeten. Kurang kompetennya pembina dari dinas antara lain discbabkan
perpindahan pegawai yang mengakibatkan para pegawai kurang menguasai

konsep link and match.
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3.2. Studi Kasus Luar Negeri

3.2.1. Studi Kasus Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara maju dengan sistem
pendidikan terbaik di kawasan Asia. Korea Selatan juga merupakan salah satu
negara industri yang membutuhkan sumber daya manusia dengan berbagai
disiplin ilmu dan tingkatan pendidikan. Keterkaitan antara pendidikan dan
lapangan kerja di Korea Selatan tercermin dari program-program yang
bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja ke lapangan kerja yang
sesuai, dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan menjadi fokus utama. Korea
Selatan mengakui bahwa sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan telah
menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonominya di

masa lampau, terutama dalam mengembangkan tenaga kerja terlatih.

Sesuai undang-undang pendidikan setempat, periode pendidikan di Korea
Selatan berdasarkan jenjang pendidikan menggunakan pola 6-3-3-4, yaitu
enam tahun sekolah dasar, tiga tahun di sekolah menengal: pertama, tiga tahun
di sekolah menengah atas, serta empat tahun di perguruan tinggi. Pada jenjang
sekolah menengah atas, siswa dipersilahkan untuk memilih antara sekolah
menengah akademis atau sekolah menengah kejuruan. Lulusan dari sekolah
menengah akademis diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas,
sementara lulusan sekolah menengah kejuruan diharapkan untuk langsung
terjun ke lapangan kerja, melanjutkan pendidikan ke politeknik atau junior
college, atau mengikuti program pelatihan kejuruan yang dijalankan oleh
Kementrian  Tenaga Kerja sctempat (Ministry of  Employment  and

Labor/MOEL). Sekolah formal atau akademis, dari tingkat dasar hingga

universitas, bernaung dibawah Kementrian Pendidikan setempat (Ministry of

Fducation, Scienc®, and Technology/MEST), sementara sekolah kejuruan, dari
;

tinzkat sekolah  menengah  kejuruan  dan  politeknik.  bernaung  dibawah

Kementrian - Tenaga  Kerja  sctempat — (Ministry — of  Employment — and

Labor/MOEL). Delapan dari sepuluh lulusan  sekolah menengah pertama

memilih untuk melanjutkan pendidikan ke sckolah menengah akademis,

sementara tingkat partisipasi pelajar sekolah menengah akademis ke universitas

mencapai 80 hingga 90 persen. Dari berbagai fakta ini, diproyeksikan dalam
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waktu 10 tahun mendatang akan terjadi terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja

akademis hingga 500.000 orang.

Sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Korea Selatan, Seoul
National University menyatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan
pendidikan dan lapangan kerja adalah kecendrungan lulusan universitas untuk
merasa puas dengan status pekerjaannya semata, seperti bekerja di perusahaan
ternama (Hyundai dan Samsung). Hal ini menyebabkan tenaga kerja tidak
memiliki keinginan untuk mengisi lapangan kerja di perusahaan lain. Selain
itu, fakta bahwa para siswa yang secara sosial termotivasi untuk melanjutkan
pendidikan ke universitas akibat para orang tua yang berpikir anak-anak
mereka akan memperoleh penghasilan dan posisi yang layak di dunia kerja
apabila lulus dari universitas ternama membuat tingkat partisipasi pendidikan
tinggi di Korea Selatan semakin tinggi. Pendidikan di Korea Selatan juga lebih
terfokus pada peningkatan kualitas lulusan daripada kuantitasnya. Lebih lanjut,
program magang dan Kewirausahaan tidak difasilitasi oleh universitas.
Mahasiswa yang ingin melakukan magang di perusahaan tertentu akan
mengurusnya secara individual, sedangkan program kewirausahaan hanya

tersedia di sekolah bisnis.

Dari sisi pemerintah, Kementrian Pendidikan setempat atau Ministry of
Education, Science, and Technology (MEST) menyatakan bahwa masalah
terkait pendidikan yang sedang dihadapi Korea Selatan saat ini adalah lulusan

sekolah menengah akademis dan universitas yang terlalu banyak sementara

jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai. Di sisi lain, masyarakat

Korea Selatan masih memandang negatif pada sekolah menengah kejuruan,

s&-‘:]linggzt siswa sekolah menengah pertama yang berperforma baik tidak mau
‘ . »

melanjutkan pendidikan %e sckolah menengah kejurvan. Perbandingan siswa

sekolah menengah pertama yang melanjutkan ke sekolah menengah akademis

dengan sekolah menengah kejuruan ditunjukkan oleh Gralik 1.



Sckolah Menengah Akadenns

Sckolah Menengah Kejuruan

, Grafik 1. Perbandingan Siswa Sekolah Menengah Pertama yang Melanjutkan ke Sekolah
i Menengah Akademis dan Sekolah Menengah Kejuruan

Sumber: KRIVET (2009) dalam Lifelong and Vocational Education Bureau, MEST (2012}

Lebih lanjut, para orang tua masih berpikir bahwa anak-anaknya harus
melanjutkan sekolah ke universitas agar sukses di masa depannya. Sementara
itu, data menunjukkan bahwa penganggur vang berasai dari sekoiah menenoah
akademis berjumlah lebih banyak dibandingkan penganggur yang berasal dari

sekolah menengah kejuruan. Lulusan dari sekolah menengah akademis sekitar

70% akan melanjutkan ke universitas dan 16% melanjutkan ke program

diploma (2-years college), sementara lulusan sekolah menengah kejuruan

sebanyak 26% melanjutkan ke universitas. 47% melanjutkan ke program

diploma, dan 19% langsung bekerja (Grafik 2).
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Grafik 2. Perbandingan Pendidikan Lanjutan yang Dipilih Lulusan Sekolah Menengah
Akademis dan Sekolah Menengah Keiuruan

Sumber: KRIVET (2009) dalam Lifelong and Vocational Education Bureau, MEST (2012)

Perbandingan lulusan universitas dan program diploma di Korea Selatan

kemudian menganggur pun menunjukan habwa pendidikan kejuruan

vang

menghasilkan tenaga kerja terampil sehingga dapat langsung diserap oleh pasar

tenaga kerja. Data memnunjukkan bahwa dari lulusan universitas, sebanyak
60% akan diserap oleh pasar tenaga kerja sementara 20% akan menganggur.
Sedangkan untuk lulusan program diploma, sebanyak 80% akan terserap pasar

tenaga kerja sementara 14% akan menganggur (Grafik 3).
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Terserap Pasar Tenaga Kerja
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Grafik 3. Perbandinean Prospek Viasa Depan Luiusan Universitas dan Program Diploma
g p Y g P

Sumber: KRIVET (2009) dalam Lifelong and Vocational Education Bureay, MEST (2012)

Dengan data dan fakta demikian, pemerintah Korea pada tahun 2010

mulai mengembangkan program Koerean-model Meister High School, yaitu

suatu program dinamis dan berorientasi pada keterampilan dan kompetensi

siswa mengnhadapi tantangan kerja dibanding hanya mengejar status pendidikan

yang tinggi namun gagal terserap pasar tenaga kerja. Faktor utama yang
menunjang kemampuan Meister High Schools menghasilkan lulusan yang
kompetitif’ antara lain kelas praktik yang dikembangkan melalui kerjasama
antara sekolah dan sektor industri, pengalaman langsung di dunia kerja yang
diperoleh saat magang di perusahaan yang bekerjasama, serta memberi
kesempatan pada siswa untuk bekerja sambil belajar dengan mengizinkan

pegawai melanjutkan studi ke sekolah tinggi melalui sistem penerimaan
&

4

i khusus.

Strategi yang digunakan pemerintah Korea dalam mencrapkan program
Meister High School juga difokuskan untuk meningkatkan penyerapan

lulusannya ke pasar tenaga kerja. Strategi pertama adalah visi untuk mendidik

siswa menjadi tenaea teknis yane prolesional. Perencanaan karir vang disusun
; = yang yang

oleh pemerintah untuk mempromosikan Meister High School menjabarkan
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karir tenaga teknis Meister yang memulai pendidikan di Meister High School,
kemudian dilanjutkan dengan bekerja, menjalankan  wajib militer, dan
melanjutkan  belajar sambil bekerja selama hidupnya (lifelong learning).
Dengan - perencanaan  karir ini, diharapkan masyarakat Korea semakin
mengapresiasi lulusan Meister High School vang telah memiliki visi karir ke

depan yang jelas dan terarah.

Strategi  kedua  adalah menciptakan  kerjasama  yang saling
menguntungkan antara sekolah dan dunia usaha. Tiap-tiap Meister High School
menyusun kurikulumnya sendiri dan memilih bidang ilmu yang sesuai dengan
potensi dan kebutuhan dunia usaha. Pada saat penyusunan kurikulum, tenaga
ahli dari sektor swasta telah diikutsertakan untuk memastikan kurikulum yang
disusun tepat memenuhi kebutuhan sektor industri. Beberapa Meister High
School, seperti Ulsan Meister High School, bahkan merekrut tenaga ahli dari
didusin terkait untuk menjadi kepala sekolah agar mereka dapat memberikan
masukan berdasarkan pengalaman di dunia kerja yang sebenarnya sekaligus
menjembatani sekolah dengan dunia kerja. Selain kepala sekolah, guru yang
mengajar di Meister High School juga bekerja di industri lokal. Beberapa
Kerjasama antara Meister High School dan perusahaan bahkan terhitung sangat
baik, seperti kerjasama antara HYNIX Semiconductor Inc. Dan Chungbuk
Semiconductor High School. HYNIX menyumbangkan peralatan untuk praktek
senilaiu 2,8 miliar won selain juga menyediakan pelatihan di perusahaan untuk
tenaga pengajar. Pada Juli 2011, 1.330 perusahaan telah menjalin kerjasama
dengan Meister High School, dimana mereka telah memesan 2.265 siswa
Meister High School sebagai karyawan barunya. Dengan demikian, lebih dari
setengah siswa Meister High School yang berjumlah 3.600 siswa di seluruh

Kerca telah mendapatkan kepastian pekerjaan bahkan sebelum lulus sekolah.
-

Strategi ketiga adalah membentuk sistem pendidikan agar sesuai dengan
Kebutuhan  sektor industri.  Hal  pertama vang perlu  dilakukan untuk

menerapkan strategi ini adalah merekstrukturisasi sekolah sehingga menjadi

Meister High School yang inovatif. Selain itu. para tenaga pengajar di Meister

High School juga giat mempromosikan  kelebihan yang  dimiliki  sistem




pendidikan ini ke berbagai pihak, terutama sektor industri, sehingga terbangun

kerjasama dengan berbagai perusahaan, Selain itu, kurikulum Meister Hioh
School tidak hanya difokuskan pada pelatihan vokasional atau teknis. Sekolah
Juga memanfaatkan kegiatan ekstrakulikuler dan aktivitas berkelompok untuk
membantu siswa mengembangkan kemampuan dasar, seperti - kemampuan
mengolah informasi, budaya bekerja di perkantoran, serta mempelajari bahasa

asing.

Strategi keempat adalah resolusi dari pemerintah sendiri untuk menjamin
kelangsungan program Meister High School. Demi menunjang pertumbuhan
Meister High School yang dinamis, pada tahun 2009 MEST membentuk
Meister High School Support Center pada Korea Research Institute for
Vocational Education and Training ( KRIVET). Lembaga tersebut telah
menyediakan bantuan sistematis sepanjang sejarah Meister High School, sejak
perencanaan ningga implementasi hasil penelitian yang relevan, pengembangan

program, pengawasan dan konsultasi, serta pemeriksaan.

Program pelatihan sekolah kejuruan (Vocational School) merupakan
salah  satu upaya yang dilakukan Pemerintah Korsel (MEST) untuk
memecahkan pesroalan  krisis Keichagakerjaan di Korsel. akibat aganya
mismatch antara dunija pendidikan dan kesempatan kerja yang ada. Dari 760
sckolah  kejuruan yang ada direorganisir menjadi 350 sekolah yang
berorientasi atau punya keterkaitan dengan dunia kerja, Sekolah-sekolah ini
diberi otonomi untuk melakukan kerjsama dengan dunia industry sesuai
dengan kebutuhanya. Depdiknas Korea (MEST) juga telah melakukan
kerjasama dengan KADIN atau Korea Chambers of Commerce and Industry
(KORCHAM) guna_mempromosikan  daya saing sekolah ke pasar kerja
dengan dukungan dalam *perekrutan gurw/pengajar  yang kompeten dari
kalangan  bisnis/swasta. Pada saat yang sama Kementerian  Pendidikan
memperkenalkan yang akan menggantikan asesmen yang ada dengan fokug

pada bahasa Korea, bahasa Inggris dan Matematika,



Dari sisi Kementrian Ketenagakerjaan, atau Ministry of Employment and
Labor (MOLEL), menyatakan bahwa populasi Korea berusia 15-64 tahun yang
aktil secara ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 27,14 juta pada 2020
dari 24,56 juta pada saat ini. Jumlah mercka mencapai 62,1 persen dari total
populasi. Sementara tingkat pengangguran diproyeksikan mencapai 3,6
persen, atau sama dengan kondisi saat ini. Untuk pekerja berusia 30 sampai
54 tahun, yang masuk kategori tenaga kerja inti, akan menyusut 37ribu dan

pekerja senior akan tumbuh 298 ribu

Menurut laporan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang ada hanya bisa
membuka 4,1 juta lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan lulusan
Perguruan Tinggi yang ada kurang-lebih 4,6 Juta maka hal ini berarti Korea
akan kelebihan 500 ribu pekerja. Sementara untuk lulusan non-perguruan

tinggi, Korea akan mengalami kekurangan sekitar 320 ribu pekerja, dimana
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990.700 lowongan pekerjaan.
Pemerintah Korea telah menempatkan kebijakan penciptaan kerja (Job

Creation) sebagai prioritas utama yang diterapkan dalam kebijakan

ketenagakerjaannya (2011) dengan berbagai upaya programnya untiik

meraalicacilban *Kalialan vano tarrdimana fian wwaraoanaa danat I\;:"“:i‘ :.!l“‘.
mergalisasian xedijaxan vang amwammana Hag argany apa 1] y
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memperoleh pekerjaan vang lavak™
Ada beberapa hasil utama dari kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan
Korsel selama 4 tahun terakhir, yaitu:

a. Penciptaan Kerangka Kebijakan yang berorintasi pada lapangan
kerja (Established a job-oriented policy framework) dengan
beberapa upaya yang dilakukan antara lain : active policy for Job

stabilify; Social enterprises, dan penciptaan pelaksanaan kebijakan

yang beroricmasi kerja dengan memperkuat peran pemeriniah

pusat —daerah dan kerjasama kemitraan  (Public  Private
Cooperation)

b. Keberhasilan  Pemerintah  dalam  menanggulangi  Krisis
Ketenagakerjaan (Succesfully overcame the Job Crisis), yang

diindikasikan dengan Pulihnya pasar ketenagakerjaan yang mampu



menyerap tenaga kerja, dimana selama periode Jan dan Des 2011
telah menyerap 415.000; employment rate (15-64 tahun) : 63,9%
(2008); 62,9% (2009); 63,3% (2010) dan 63,8% (2011);
Pertumbuhan ckonomi yang secara bertahap dialihkan dalam
pencipataan kerja, dimana elastisitas kesempatan kerja dari 0.34
(2000-2005) menjadi 0,46 (2011)

¢. Penguatan landasan bagi perbaikan hubungan pengelolaan
ketenagakerjaan (Established a foundation for the advancement
of Labor management relations)

Pada tahun 2012, Kementerian Ketenagakerjaan Korea (MOEL) akan
melanjutkan tiga kunci sukses keberhasilan program ketenagakerjaan yang
telah dilakukan sebelumnya, yaitu: peningkatan kesempatan kerja, penciptaan
tempat kerja sesuai harapan dan mempromosikan pekerja yang berorientasi
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pada keuntungan (win-win empioymeiii;.
Perusahaan agar tidak ada diskriminasi, dimana penempatan dan pemberian
kesempatan kerja dilakukan atas dasar kemampuan dan komptensi, bukan
pada riwayat akademik, jenjang akademik yang dimiliki.
MOEL juga menetapkan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

{Increasing Opportunities te Work) bagi beberapa kalangan, y

s Ragi kajangan muda -

o Menerapkan system merit atas dasar keterbukaan kesempatan kerja

o Perbaikan situasi ketenagakeriaan bagi kalangan muda

o Mempercepat kemampuan praktis atas dasar kemampuan

Pengukuran kemampuan ieniang Kkarier untuk mengurangi

O

ketidaksesuaian (mismatch)

Dukuggan diberikan bagi kalangan muda yang bisa bekerjasama

o)

&

-
dengan kalangan tua

Bagei kalangan yang baru (Baby Boomers)
- =] o =] o J

> Membantu  perusahaan  memperluas  Kesempatan  kerja  secara
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o Mendukung transfer kerja dan mempekerjakan kembali tenaga
purna pension dengan memberikan pelatihan bagi UKM
o Peningkatan kesempatan kerja bagi kelompok  berumur untuk

berkontribusi secara social (social enterprise)

e Bagi pekerja kaum wanita

o Memberikan kesempatan untuk berlibur dan meninggalkan system

bagi pekerja wanita

o Mempromosikan tempat kerja yang menyediakan fasilitas kerja

untuk penitipan anak bagi pelaku UKM

o Menghilangkan diskriminasi gender tenaga kerja antara pekerja

Laki-laki dan Perempuan

FI‘el’Kﬂll ;'i"';""" FRcliialpE Esfisbanedptar wii

dari Korea Labor lastinue (L1 wenyniakan alibat adanys Lelminhnn

fenaon icerja yang fidak diist dengan koalifihasic pendidifon iy, wesuni

soane bien bermbibnd poadn masdah pensangeuinn cavibiernys adobad Didones
a1 cin beasiociast balusan yange fidals oot coseeinn pie g Lo
. J . Ll 13 [ B 1 s Py
Popepbpreited e o’CEL gt at ik AW A (S ST ST EATE U S P Y S SR AR £ 20 L R ‘i i
' LB ¢ | PP . 143 T 1 irfa aride " i .y :
Wi Akt baeas memenuhi persymvatan brdang-bidang yang, dipe dubzan di

pasar levjne sehingea jika di e Z0an banyal perpnmem dinget ying
cnhuhi dain berkembane maka pada era 90an menealami reovgantsas dan
penalani kegthalt bamprsEampus sang, il

viwbad . i i $idnl i = i
eesdntete Faeen cmnont mendorong Eebijokan sysiem Meeie

Hioh School, yoite mendarong apar siswa meneib i foboe diploma b

ar memberikan fncentils bagi pekerin maopun calor pelegga

s lejirugi doi

. 3 . . ‘- " 13 1 o [ Q- o
vane aodsde fados cinpe el metdapatlare peborpaa vang et an.
I’ ||t-‘i!=1|‘!!:;‘t-';!1:1 i frinad paag d 1.»"3_-1f:r|_=-;~_',i--r;-. Lod i M thospil i
Foiompainnt i s g delab folus e beavmhet reenpadi
RIS TRA R A !::.-"l'l":"illll  FPE FUTS YETTINE FETSTETER: l||'lij‘-'\lf prerbeevtb o vemg L it
Colrapetogie boed Tidvesag cnme Bedun bresberpi ilibwert! s gl o o

L F} 1 :‘-

il an brortand!

£n



pelatibiom/pe

‘. _illi:i .'\.'\\‘Iril.
Ecienioerian
Flagil

it 1
SO

(WNI) di .

Ealanvan ne

‘i.".l'!{“'_].il-'iii!.
jencdidiban

pirajeinen o

feendal:

TR RETTRTT R

Il'ij.'i iy

Lendaptasgi o
Fetenaeakeryn
tidonesia, Lol
berpa atnu W
ol
iaengsijar Wi
Sanl i belog
perbailan v
PR AN TS ¢ L0001 1
Eomitmetianam
Losihin (R LA EH [
peninelatan
Lg »

LU by

i ool
] |:|:|'l-|'q |:-,
i ' “: 2

H il

meare Vocational Pratninge Voucher besatnya Lucno lebih

diberilan welalun dcmbaga pemerintadn, yaiin

i Kevp (8OEL)., baginn casployiead service.
cmpan deagan bagian pendidiban dage Lelena akeroan,
nclonesin

peroleh eadainn budnwa jumioh waren Meoar

1 kurang febih ada 20,000 orang bl vang, beeal dard

maupin yang, scdange enoodat oo, D0 Bidsine

ang  lebite ada 2000 pebegn vane sedisng, v eaeibngd

s e ol ! i P i ! I |
AU W E Y Perraiod, 'i_'.'. (RRTE R AN Il\‘lillllilﬂlll, NI TRIEN

whas.
s menjadi masalab wlan bagi pelera Indones i, selain
Perga i bergesal di bidane Lonsivobosi, Persoalay Bidaya

Bicinds peberjang jues iengad

pnennaleh aniain

dudsys

L [ ] (B ' ) bl | ' 4
TN L O TR S SRR RO o 13 TR T R PR L T ot

an linehunean dan budmyn bedo yane adaddatin hal

Jumlale warga Foren yang beberja atan Bobgae i

seyyals selitlar 60000 dibandiieon denpas Jomla b femen
e behevin db Foven seblilae SG.000 G,

VIS e g peanbeavang anduel Loasindoa Lot

i bt pendidiban di U1 cabung, Seonl, kavens g

e dastdilns yange iciap. Perlunya sistenn perelring i

pencrinu calon peberja vime aban boekeda o1 o,

laya dan el babasa bico dipestsili, Pectony

dlilv)s
g bidangy pendidikan dioy Letenaealc i anta
sty bading pendidibon bisa divmaelanban poejajoean
o e Fotrmpiling densea Lo aaenengeats nnbabi

ciden DRAU /L ctemni Pevlunya Loviastig audion 2500014

—



L ERREUE

BAB 1V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Kaitan dengan Pendidikan
Keterkaitan antara dunia pendidikan dan ketenagkerjaan (link and match)
memerlukan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi antara sistem pendidikan
dan ketenagakerjaan nasional. Beberapa program dan kebijakan yang dapat
dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi kesenjangan antara
ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari kalangan sekolah/PT (Tenaga kerja

terdidik) dan permintaan atau pasar tenaga kerja antara lain:

4.1.1. Kebijakan dan Program Perluasan Lapangan Kerja

Secara umum sasaran kebijakan dan program Kketenagakerjaan diarahkan
pada perluasan kesempatan kerja pada berbagai bidang kejuruan dan jenjang
pendidikan, khususnya kalangan PT/terdidik. Namun demikian perluasan
kesempatan kerja akan ditentukan olech beberapa faktor seperti ketersediaan
modal, adanya wirausaha yang peka terhadap peluang berusaha, yaitn sarana
produksi dan potensi wilayah yang memberikan peluanyg Ueirusabia, yaitu sarai
produksi dan peluang adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak yang
bertanggung jwab dalam penciptaan lapangan kerja baru yang bukan hanya
pemerintah. tetapi juga dunia usaha dan juga sikap mental /individu yang peka
terhadap peluang usaha (entrepreneurship).

Secara umum sasaran dari program dan kebijakan ketenagakerjaan di masa
depan (2013-2015), adalah:

.. & Tumnnya angka pengangguran terbukan hingga mencapai angka 3-3%
b. Meningkatnya upaﬁ fenaga kerja, minimal sama dengan angka kebutuhan
hidup minimum
¢. Mencipatakan kesempatan kerja formal dan informal melalui investasi
d. Meningkatnya ketrampilan para pekerja sehingga mampu bersaing dalam

pasar tenaga kerja
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diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan asosiasi profesi kerja,
termasuk serikat pekerja dan pengusaha, yaitu dalam rangka menyusun
perencanaan pelatihan, kurikulum, standar sertifikasi dan akreditasi
lembaga pelatihan

e Pola pemagangan, yaitu menempatkan tenaga kerja di perusahaan
dengan bimbingan dari tenaga ahli serta menjembatani antar dunia kerja

dengan dunia pendidikan/pelatihan.

e Peningkatan kualitas SDM yang memberikan pelatihan itu sendiri, yaitu

instruktur, ahli desain kurikulum dan pengelola latihan melalui diklat-

diklat teknis

o Sistem informasi pelatihan, mengumpukan dan mengolah semua data

yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan

pasar kerja

4.1.1.2. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga

Kerja

Memberikan kesempatan terbentuknya kelembagaan buruh/pekerja (SP)

Mendorong  pengusaha untuk  mematuhi  peraturan  perundangan

Meningkatkan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja
Terciptanya harmonisasi hubungan antara pekerja dan pengusaha dengan

memenuhi segala hak dan kewajibannya masing-masing.

4.1.1.3. Kebijakan Khusus

a.

'B h.

C.

d.

membantu dalam pembuatan sertifikasi kerja gratis

membantu mgmfasilitasi untuk dapat mengakses lapangan kerja formal
menyediakan llisili'filfw‘ lembaga ketrampilan khusus wanita yang akan
mandiri

menyiapkan modal usaha dan sarana untuk berkreasi dan berusaha bagi

penyandang cacal

4.1.1.4. Kebijakan peningkatan Kualitas SDM
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Dalam upaya menintegrasikan antara  system pendidikan  dan
ketenagakerjaan yang ada guna mengurangi kesenjangan antara dunia
pendidikan dan ketenagakerjaan, maka beberapa program dan kebijakan yang
dilakukan antara lain:

a.Peningkatan kualitas tulusan pendidikan sekolah umum dan kejuruan

b.Peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)

c.Peningkatan Program Pelatihan Ketenagakerjaan

d.Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja lainnya

4.1.1.5. Peningkatan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja
a.Penyusunan database pendidikan dan ketenagakerjaan
b.Peningkatan media dalam rangka penyebarluasan lowongan kerja
c.Penyediaan bursa kerja secara berkala
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perkembangan masalah ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota

4.1.1.6. Pengendalian Angkatan Kerja melalui Pendidikan
a.mendorong masyarakat agar mensukseskan program wajib belajar 9 tahun
dan ditinekaitkan meniadi waiib beiaiar i2 rahun
b.mendorong masyarakat yang masuk ke dalam angkatan kerja untuk
berwirausaha
c.meningkatkan peran kerjasama antara usaha besar dengan UKM dalam

upaya mendorong pengembangan usaha/ekonomi rakyat.

4.2. Analisis Kebijakan dan Program

~ Dalam mcn%analisis keterkaitan antara dunia Pendidikan  dan
Ketenagakerjaan (link and mtach), Kebijakan dan Program merupakan tindak
lanjut yang harus disusun untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam
aspek pendidikan dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu
dipelajari keadaan dan hasil analisis perkiraan persediaan tenaga kerja pasca
pendidikan, kebutuhan tenaga kerja dan keseimbangan antara persediaan dan

Kebutuhan tenaga kerja. Schubungan dengan hal tersebut maka akan dianalisis




4.1.1.1. Kebijakan Umum
Dengan mengacu pada pembahasan bab sebelumnya, dan melihat kondisi
ketenagakerjaan yang ada, maka kebijakan yang akan diambil hendaknya
diarahkan pada:
a.Penciptaan lapangan pekerjaan (formal maupun informal) yang seluas-
luasnya. Dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia, maka penciptaan
lapangan kerja yang formal lebih didorong ke arah industry padat karya,
industry kecil dan menengah (IKM) serta industry yang berorientasi ke
pasar ekspor.
b.Perbaikan struktur pengupahan dan memberikan dukungan yang
diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan
produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi.
c¢.Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi baik domestic maupun FDI.
Ini seialan denean sudah adanva 111! Penanaman Modal vane harn dan
penciptaan kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun program MP3EI.
Dari kebijakan umum diatas, dapat dilihat program-program yang akan
dilaksanakan , yang mencakup antara lain:
a.Perencanaan tenaga kerja daerah dan sektoral sebagai upaya untuk
menjembatant persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, serta dikaitkan
dengan pembangunan daerah.
b.Penyusunan system informasi dan bursa tenaga kerja terpadu sebagai
upaya untuk mempertemukan secara tepat pencari kerja dengan penerima
kerja.
c.Tenaga Kerja Mandiri Profesional, merupakan upaya penyaluran dan
pemberian tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang mandiri dan
professionai dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pengurangan
i pcnga’nggur, kliusustya penganggur tenaga kerja terdidik.
d.Program Peningkaian kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui
peningkatan pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja berbasis masyarakat,
vang diarahkan pada :
¢ Kemitraan pelatihan antara  penyelenggara dan  pengguna  hasil

pelatihan, (pendidikan dan ketenagakerjaan) dimana kemitraan ini
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lebih

lanjut tentang Identifikasi kondisi dari persediaan, kebutuhan dan

keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan, serta kebijakan dan program

terhadap ketiga aspek tersebut.

4.2.1.

Identifikasi Kondisi Ketenagalkerjaan

a.Sisi Persediaan Tenaga Kerja

menurut tingkat pendidikan, diperkirakan jumlah angkatan kerja yang
berpendidikan SD kebawah masih tetap dominan, tetapi untuk pendidikan
menengah (SLTP dan SLTA), pertambahannya lebih banyak dibandingkan
tingkat pendidikan lainnya

menurtu golongan umur, kelompk umur muda dan dewasa lebih banyak
dibandingkan kelompok umur lainnya

menurut Kabupaten/Kota, jumlah angkatan kerja di daerah perkotaan

akan lehih  banyale  dihandinolian - Aacrah

(senerti  Palembang)
kabupaten/kota lainnya
b. Sisi Kebutuhan Tenaga Kerja

menurut jenis kelamin, diperkirakan jumlah kesempatan kerja bagi laki-laki
masih lebih banvak, tetapi kesempatan kerja bagi perempuan
perfambahannva akan iebih tinggi

menurut tingkat pendidikan, jumlah kesempatan kerja bagi angkatan kerja
yang berpendidikan SD kebawah masih cukup besar, tetapi pertambahan
kesempatan kerja bagi angkatan kerja SLTA umum akan lebih banyak
dibandingkan tingkat pendidikan lainnya

menurut kelompok umur, kesempatan kerja bagi kelompok umur muda dan

dewasa akan semakin banyak, dan lebih banyak adalah bagi kelompok umur

20-29, tahun.

- i X : =%
Menurut lapangan usaha, diperkirakan bahwa kesempatan kerja di sektor

pertanian/perkebunan  masih cukup dominan, dan paling tingei daya
serapnya adalah sektor perdagangan, sedangkan scktor pertambangan,

Litrik, Gas dan air minum serta keuangan, rendah
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Menurut kabupaten/kota, kesempatan kerja di daerah perkotaan masih
cukup tinggi, sedangkan kesempatan kerja di daerah pedesaan masih
didominasi oleh scktor pertanian dan informal lainnya.

¢. Sisi Keseimbangan

Apabila aspek ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja
dibandingkan maka secara umum kesempatan kerja yang ada lebih sedikit
atau ketersediaan tenaga kerja akan lebih sehingga yang terjadi adalah
pengangguran (un employment) dan diperkirakan akan meningkat

Menurut  jenis kelamin, pertambahan penganggur untuk laki-laki
diperkirakan akan lebih banyak, sedangkan untuk perempuan akan
mengalami penurunan

Menurut tingkat pendidikan, akan terjadi pertambahan penganggur untuk
mercka yang berpendidikan SLTP, SLTA kejuruan dan diploma, sedangkan
untule SLTA umum diperkirakan alan menurin tarmaent, DT

Menurut kelompok umur, diperkirakan kelompok umur muda lebih banyak
dibandingkan kelompok umur lainnya, dan yang paling banyak pada

kelompok umur 20-24 tahun




Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pendekatan sektoral
yang ada yang mampu menyerap tenaga kerja

Merancang kegiatan-kegiatan mikro di sektoral dan pemberian bantuan
permodalan untuk melaksanakan kegiatan usaha UMKM

Meningkatkan pelatihan wirausaha dan bantuan akse permodalan serta
bimbingan usaha yang disertai dengan bantuan teknis

Peningkatan program jaminan kesehatan dan kesejahteraan serta tunjangan
bagi pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih banyak

Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor yang melakukan
investasi padat karya antara lain dengan pemberian pajak seperti fax

holiday beberapa tahun dan mempermudah perizinan
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